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Abstrak

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan meningkatkan kinerja pelayanan publik kelurahan melalui
penerapan Balanced Scorecard (BSC) terintegrasi sebagai sistem manajemen kinerja yang menerjemahkan visi—misi
menjadi sasaran strategis, indikator kinerja utama (KPI), target layanan, serta mekanisme monitoring dan evaluasi
berkala. Permasalahan yang dihadapi mitra meliputi variasi waktu layanan, standar layanan yang belum seragam
antar petugas, dokumentasi proses yang belum konsisten, serta pelaporan kinerja yang belum berbasis indikator.
Intervensi dilakukan melalui pengukuran baseline layanan, penyusunan strategy map, perumusan KPI dan SLA,
penyusunan SOP dan checklist berkas, pembangunan dashboard kinerja (Excel/Google Sheet), serta pendampingan
rapat tinjauan kinerja bulanan. Hasil yang diharapkan adalah penurunan waktu tunggu dan waktu penyelesaian
layanan, meningkatnya kepatuhan SOP, meningkatnya kepuasan warga, dan terbentuknya budaya perbaikan
berkelanjutan di kelurahan.

Kata kunci: Kapasitas Kepemimpinan, Tata Kelola, Kelurahan, Sumber Daya Manusia

Abstract

This Community Service activity aims to improve the performance of urban village public services through the
implementation of an integrated Balanced Scorecard (BSC) as a performance management system that translates
the vision and mission into strategic objectives, key performance indicators (KPIs), service targets, and periodic
monitoring and evaluation mechanisms. Problems faced by partners include variations in service times, service
standards that are not yet uniform among officers, inconsistent process documentation, and performance reporting
that is not yet indicator-based. Interventions are carried out through measuring service baselines, developing
strategy maps, formulating KPIs and SLAs, preparing SOPs and file checklists, developing performance
dashboards (Excel/Google Sheet), and assisting with monthly performance review meetings. The expected results
are reduced waiting times and service completion times, increased SOP compliance, increased citizen satisfaction,
and the formation of a culture of continuous improvement in the urban village.

Keywords: Performance, Public Service, Sub-district, Balanced Scorecard

PENDAHULUAN

Kelurahan merupakan garda terdepan dalam pelayanan administrasi warga, seperti surat keterangan,
pengantar administrasi kependudukan, legalisasi/verifikasi berkas, informasi program, hingga
penanganan pengaduan. Di sisi lain, layanan kelurahan juga menghadapi tekanan volume permohonan
yang cenderung meningkat, sehingga berdampak pada keterbatasan kemampuan dalam menjaga
konsistensi proses dan ketepatan waktu layanan bagi seluruh warga.

Dalam praktiknya, proses pelayanan yang masih bergantung pada mekanisme manual dan belum
sepenuhnya terstandar sering memunculkan antrian, pengulangan pekerjaan (rework), serta
ketidakpastian waktu penyelesaian. Kondisi ini membuat warga sulit memprediksi kapan berkas dapat
selesai, sementara petugas juga mengalami beban tambahan karena harus menyesuaikan respons
terhadap variasi permintaan dan berkas yang berbeda-beda kualitasnya.

Masalah lain yang sering muncul adalah adanya variasi waktu layanan antar petugas. Perbedaan cara
kerja, kecepatan memproses, maupun ketelitian dalam memeriksa kelengkapan berkas dapat
menyebabkan standar layanan tidak seragam. Akibatnya, kualitas dan keandalan layanan menjadi tidak
konsisten, padahal pelayanan publik idealnya memberikan perlakuan yang sama, jelas, dan dapat
dipertanggungjawabkan.

Di samping aspek waktu dan konsistensi layanan, dokumentasi proses pelayanan juga kerap belum
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berjalan dengan baik. Dokumentasi yang tidak konsisten serta pelaporan kinerja yang belum berbasis
indikator menyebabkan pengukuran kinerja menjadi kurang akurat dan sulit digunakan untuk perbaikan
berkelanjutan. Padahal, tanpa data yang terstruktur, kelurahan akan kesulitan mengidentifikasi akar
masalah dan menentukan prioritas perbaikan yang paling berdampak.

Kondisi tersebut menunjukkan perlunya sistem manajemen kinerja yang mampu membuat layanan
menjadi terukur, menyatukan prioritas lintas fungsi, mudah dipantau, dan langsung terhubung dengan
perbaikan proses. Dengan demikian, kelurahan tidak hanya berfokus pada penyelesaian tugas harian,
tetapi juga memiliki kerangka untuk mengelola kinerja secara strategis, dari perspektif warga hingga
aspek internal organisasi.

Sebagai solusi, penerapan Balanced Scorecard (BSC) terintegrasi dipilih karena mampu
menerjemahkan visi—misi menjadi sasaran strategis, indikator kinerja utama (KPI), target layanan, serta
mekanisme monitoring dan evaluasi berkala. Melalui BSC, kelurahan dapat mengaitkan kebutuhan
warga (misalnya kepastian waktu dan kepuasan) dengan perbaikan proses internal, peningkatan
kompetensi SDM, serta penguatan akuntabilitas melalui pelaporan kinerja.

Penerapan BSC terintegrasi menjadi relevan untuk mengatasi persoalan utama mitra, yaitu variasi
waktu layanan, standar layanan yang belum seragam antar petugas, dokumentasi yang belum konsisten,
serta pelaporan kinerja yang belum berbasis indikator. Melalui intervensi seperti pengukuran baseline
layanan, penyusunan strategy map, perumusan KPI dan SLA, penyusunan SOP dan checklist berkas,
serta pembangunan dashboard kinerja, kelurahan dapat memastikan proses layanan lebih tertib,
transparan, dan terukur.

Pada akhirnya, latar belakang masalah ini mengarah pada kebutuhan perbaikan yang sistematis dan
berulang, bukan sekadar perbaikan sesaat. Dengan adanya ritme tinjauan kinerja (performance review)
dan kontrol berbasis KPI, diharapkan terjadi penurunan waktu tunggu dan waktu penyelesaian,
meningkatnya kepatuhan terhadap SOP, serta meningkatnya kepuasan warga. Selain itu, terbentuknya
budaya perbaikan berkelanjutan menjadi tujuan yang memperkuat keberlanjutan kinerja pelayanan
publik di tingkat kelurahan.

LANDASAN TEORI

Kajian teori dalam penelitian pengabdian ini berangkat dari konsep bahwa kinerja pelayanan publik
perlu dikelola secara sistematis agar tujuan organisasi tidak berhenti pada aspek administratif, tetapi
benar-benar tercermin dalam hasil layanan yang dirasakan warga. Dalam konteks organisasi sektor
publik, pengukuran kinerja dipandang penting untuk menjawab tantangan seperti variasi proses,
ketidakpastian waktu layanan, dan lemahnya umpan balik perbaikan. Beberapa literatur menekankan
bahwa performance measurement adalah upaya untuk menciptakan informasi kinerja yang relevan,
dapat dibandingkan, serta mendorong organisasi melakukan perbaikan melalui evaluasi yang
berkelanjutan (misalnya gagasan tentang tantangan pengukuran kinerja dan perlunya sistem yang
adaptif).

Selanjutnya, teori manajemen kinerja sektor publik memandang bahwa pengelolaan kinerja harus
menggabungkan aspek strategi, proses, dan akuntabilitas. Pengelolaan kinerja di sektor publik tidak
hanya menilai “apa yang dicapai”, tetapi juga menilai bagaimana pencapaian tersebut diperoleh
melalui proses yang terkontrol serta bagaimana organisasi mempertanggungjawabkan hasil kepada
publik. Karena itu, organisasi perlu menetapkan target, indikator, serta mekanisme tinjauan kinerja
yang rutin agar masalah layanan dapat diketahui lebih cepat dan tindakan korektif bisa dilakukan tepat
waktu (sejalan dengan pandangan tentang performance management di organisasi publik dan
manajemen berbasis indikator).

Dalam kerangka peningkatan pelayanan kelurahan, teori Balanced Scorecard (BSC) menjadi landasan
utama. BSC diperkenalkan sebagai model untuk menerjemahkan visi—-misi menjadi sasaran strategis
dan indikator kinerja yang terukur. BSC tidak hanya menempatkan ukuran finansial, tetapi juga
memandang kinerja organisasi secara seimbang melalui beberapa perspektif, sehingga organisasi
dapat memastikan bahwa hasil layanan (seperti kepuasan warga) didukung oleh perbaikan proses
internal serta penguatan kapasitas sumber daya manusia (pembelajaran dan pertumbuhan). Prinsip
“alignment” dalam BSC juga menegaskan bahwa indikator operasional harus selaras dengan arah
strategis organisasi, bukan hanya menjadi ukuran formalitas.

Teori BSC kemudian berkembang menjadi praktik yang lebih relevan bagi sektor publik melalui
pendekatan strategy map dan penetapan KPI. Strategy map menjelaskan hubungan sebab-akibat antar
sasaran pada berbagai perspektif, misalnya peningkatan kompetensi dan disiplin pencatatan akan
memperbaiki kepatuhan SOP, yang pada akhirnya menurunkan waktu tunggu serta meningkatkan
kepastian layanan bagi warga. Di sisi lain, KPI dan target seperti SLA (Service Level Agreement)
digunakan untuk memastikan layanan memiliki batas waktu standar yang jelas, definisi indikator yang
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konsisten, serta sumber data yang dapat diaudit. Dengan demikian, pengukuran kinerja menjadi lebih
transparan, dapat ditelusuri, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data.

Selain itu, teori yang terkait dengan SOP, standardisasi proses, dan penggunaan indikator mendukung
logika intervensi dalam penelitian ini. Dalam layanan administratif kelurahan, variasi prosedur antar
petugas dapat menimbulkan ketidakkonsistenan hasil layanan. Oleh karena itu, penyusunan SOP
(beserta checklist persyaratan dan register layanan) dapat dianggap sebagai perangkat operasional
yang meminimalkan deviasi proses. Ketika SOP dan checklist dikombinasikan dengan pemantauan
KPI melalui dashboard, organisasi memperoleh mekanisme kontrol yang lebih kuat sekaligus
memperbaiki disiplin pencatatan dan ketertelusuran arsip, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap
peningkatan kualitas layanan.

Terakhir, dalam kerangka perbaikan berkelanjutan, teori ritme tinjauan kinerja (performance review)
dan pembelajaran organisasi menegaskan bahwa indikator tidak cukup hanya dihitung, tetapi harus
ditindaklanjuti melalui rapat evaluasi berkala, analisis akar masalah, serta penetapan rencana aksi.
Dalam BSC, monitoring dan evaluasi menjadi bagian dari sistem manajemen strategis, sehingga
organisasi tidak berhenti pada pengumpulan data, melainkan menggunakan informasi kinerja untuk
memperbarui target, menyempurnakan proses, dan menumbuhkan budaya perbaikan. Dengan
demikian, kajian teori ini mendukung penggunaan BSC terintegrasi sebagai pendekatan yang mampu
menjembatani strategi kelurahan dengan implementasi operasional layanan secara terukur dan
berkelanjutan.

METODE

Metode penelitian dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan
deskriptif-implementatif melalui penerapan dan pendampingan sistem manajemen Kkinerja.
Pelaksanaan kegiatan dirancang dalam tahapan yang saling berhubungan, diawali dengan koordinasi
awal untuk menetapkan layanan prioritas (dipilih 3-5 layanan dengan volume tertinggi/keluhan
terbanyak). Tahap berikutnya dilakukan pengukuran baseline (as-is), yaitu pengamatan waktu tunggu
dan waktu proses, audit dokumen, serta wawancara petugas maupun warga untuk memetakan kondisi
nyata layanan sebelum intervensi dilakukan. Hasil baseline menjadi dasar untuk menyusun strategi
perbaikan yang terarah dan terukur.

Setelah baseline diperoleh, kegiatan dilanjutkan melalui workshop penyusunan Balanced Scorecard
(BSC) guna menyelaraskan visi—misi dan merumuskan isu strategis hingga menghasilkan strategy
map. Selanjutnya dilakukan perumusan KPl dan SLA, meliputi penetapan indikator, rumus
perhitungan, target, PIC (penanggung jawab), serta sumber data. Tahap operasional kemudian berupa
redesign proses ringan melalui penyusunan/penyempurnaan SOP, checklist kelengkapan berkas, dan
register layanan untuk menekan deviasi proses. Implementasi teknis didukung dengan pembuatan
dashboard monitoring (Excel/Google Sheet) serta pelatihan input data, lalu dilakukan pendampingan
implementasi dan evaluasi melalui monitoring 2-4 minggu, rapat tinjauan kinerja berkala, dan
perbaikan cepat (quick wins). Data dikumpulkan menggunakan observasi antrian/proses, time study,
audit sampel berkas, survei kepuasan warga, serta FGD/wawancara staf, sehingga evaluasi tidak hanya
bersifat naratif, tetapi berbasis indikator kinerja yang dapat ditinjau secara periodik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan kegiatan pengabdian ini menitikberatkan pada peningkatan kinerja pelayanan publik
kelurahan melalui penerapan Balanced Scorecard (BSC) terintegrasi sebagai sistem manajemen kinerja.
Berdasarkan permasalahan mitra, intervensi diarahkan untuk menjawab isu utama layanan yang masih
menunjukkan variasi waktu proses, standar pelayanan yang belum seragam antarpetugas, dokumentasi
yang tidak konsisten, serta pelaporan kinerja yang belum berbasis indikator. Dengan kata lain,
pembahasan diarahkan pada bagaimana BSC terintegrasi mampu mengubah proses layanan yang
semula cenderung reaktif dan berbasis rutinitas menjadi terukur, terencana, dan dapat dipantau.

Tahap awal kegiatan berfokus pada pengukuran baseline (as-is) sebagai dasar analisis. Hasil baseline
menjadi titik acuan untuk memahami kondisi nyata layanan, khususnya pada aspek waktu tunggu dan
waktu penyelesaian, tingkat kepatuhan terhadap ketentuan layanan (SLA), kualitas kelengkapan berkas
(FTR), serta kepuasan warga dan penanganan pengaduan. Melalui pendekatan ini, kelurahan
memperoleh gambaran masalah secara lebih faktual, bukan hanya berdasarkan persepsi. Temuan
baseline kemudian digunakan untuk menyusun kebutuhan perbaikan yang paling berdampak terhadap
pengalaman warga.
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Setelah baseline diperoleh, kegiatan dilanjutkan dengan penyusunan strategy map dan penetapan
sasaran strategis melalui workshop BSC. Dalam konteks kelurahan, strategy map membantu
menjelaskan hubungan sebab-akibat lintas perspektif BSC. Misalnya, peningkatan disiplin pencatatan
dan kompetensi SDM akan memperkuat kepatuhan SOP, yang pada akhirnya menekan rework dan
mempercepat alur validasi/penyelesaian berkas. Dengan kerangka sebab-akibat tersebut, perbaikan tidak
berhenti pada “sekadar mempercepat loket”, tetapi membangun fondasi proses agar waktu layanan
dapat konsisten dan dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya, pembahasan pada aspek KPI dan SLA menunjukkan bahwa penetapan indikator menjadi
kunci untuk mengubah layanan yang sebelumnya sulit dipantau menjadi layanan yang terukur. KPI
dirumuskan dengan definisi operasional, rumus perhitungan, target, sumber data, serta PIC. Melalui
mekanisme ini, kelurahan tidak hanya mengetahui ada atau tidaknya capaian, tetapi juga mengetahui
besaran gap dan penyebabnya. SLA juga memberikan batas waktu yang jelas untuk tiap jenis layanan,
sehingga warga memperoleh kepastian proses dan petugas memiliki acuan waktu penyelesaian yang
seragam.

Kegiatan juga menempatkan aspek operasional sebagai bagian penting dari BSC, terlihat dari redesign
proses ringan melalui penyusunan/penyempurnaan SOP, checklist kelengkapan berkas, serta register
layanan. Standarisasi persyaratan dan langkah kerja membantu menekan variasi layanan antarpetugas.
Checklist kelengkapan berkas berfungsi sebagai “pagar awal” untuk mengurangi bolak-balik warga
akibat berkas tidak lengkap, sementara register layanan membuat proses lebih tertelusur karena ada
jejak administrasi sejak berkas masuk hingga selesai. Pada titik ini, pembahasan mengarah bahwa BSC
tidak hanya menjadi dokumen strategi, tetapi diterjemahkan menjadi perangkat kerja harian yang dapat
dijalankan.

Implementasi kemudian didukung oleh pembuatan dashboard kinerja (Excel/Google Sheet) dan
penguatan ritme pengendalian melalui rapat tinjauan kinerja berkala. Dashboard menampilkan rekap
indikator seperti waktu tunggu rata-rata, kepatuhan SLA, FTR, pengaduan masuk vs selesai, serta
ringkasan capaian KPI bulanan dengan visualisasi capaian (misalnya merah-kuning-hijau). Dengan
adanya dashboard, pemantauan kinerja tidak lagi menunggu laporan akhir bulan, tetapi dapat dilakukan
secara periodik bahkan harian/mingguan sesuai kebutuhan. Hal ini memperkuat akuntabilitas karena
data kinerja lebih transparan dan memudahkan tindak lanjut berbasis fakta.

Dari sisi hasil yang diharapkan, pembahasan menegaskan bahwa peningkatan kinerja yang muncul
secara logis berasal dari integrasi antarelemen BSC: indikator — SOP/checklist — pencatatan register
— dashboard — evaluasi berkala. Dengan demikian, target perbaikan seperti penurunan waktu tunggu,
peningkatan kepatuhan SOP, meningkatnya kepuasan warga, serta ketepatan penyelesaian pengaduan
menjadi lebih mungkin tercapai karena ada sistem pengendalian yang berkelanjutan. Dokumen juga
mengindikasikan bahwa kendala yang umum seperti resistensi perubahan, disiplin input data, atau
lonjakan jam layanan dapat dimitigasi melalui sosialisasi bertahap, format register yang sederhana, serta
pengaturan shift loket.

Pada bagian akhir pembahasan, aspek keberlanjutan menjadi penekanan penting. Kelurahan diarahkan
agar menetapkan PIC KPI dan jadwal review sebagai SOP internal, serta melakukan pembaruan target
SLA berdasarkan capaian dan kapasitas riil. Selain itu, pendekatan yang sudah berjalan pada layanan
prioritas dapat direplikasi pada layanan lain setelah 1-2 siklus evaluasi. Dengan demikian, pembahasan
menunjukkan bahwa keberhasilan bukan hanya pada implementasi awal, tetapi pada terbentuknya
budaya perbaikan berkelanjutan—di mana kinerja dipantau, dievaluasi, dan diperbaiki secara siklik
melalui ritme tinjauan kinerja yang terjadwal.

KESIMPULAN

Kesimpulan kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa penerapan Balanced Scorecard (BSC)
terintegrasi dapat digunakan sebagai kerangka yang efektif untuk meningkatkan kinerja pelayanan
publik di kelurahan. Melalui proses pengukuran baseline, penyusunan strategy map, serta penetapan
KPI dan SLA, kelurahan memperoleh kejelasan sasaran strategis yang terhubung langsung dengan
indikator kinerja layanan. Intervensi yang dilakukan juga menekankan integrasi antara aspek strategi
dan praktik operasional, sehingga masalah seperti variasi waktu layanan, standar layanan yang belum
seragam, serta lemahnya dokumentasi dapat ditangani secara lebih sistematis.
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Selain itu, keberhasilan pendekatan BSC terintegrasi diperkuat oleh penyusunan SOP dan checklist,
pembentukan register layanan, serta penggunaan dashboard kinerja untuk monitoring dan evaluasi
berkala. Dengan adanya mekanisme tinjauan kinerja yang berulang dan berbasis data, kelurahan
didorong untuk melakukan perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) dan meningkatkan
akuntabilitas layanan. Pada akhirnya, sistem yang lebih terukur dan terdokumentasi diharapkan
berdampak pada penurunan waktu tunggu/waktu penyelesaian, peningkatan kepuasan warga, serta
terbentuknya budaya kerja yang konsisten dalam memberikan layanan yang transparan dan dapat
dipertanggungjawabkan..
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